
 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 6 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK 

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KLATEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk meningkatkan peran dan daya saing 

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Kabupaten Klaten, perlu penguatan permodalan; 

b. bahwa permodalan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten belum dapat 

mengakomodasi perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah sehingga perlu dirubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perseroan 

Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten; 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

 



3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3790) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4357); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3842); 

 



10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4867); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3842); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4812); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

 

 

 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

49); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2013 Nomor 7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 

dan 

BUPATI KLATEN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 

TAHUN 2013 TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK 

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KLATEN. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun  2013 Nomor 10) pada Pasal 9 

diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

“ Pasal 9 

(1) Modal dasar PT BPR Syariah Klaten pertama kali ditetapkan sebesar  

Rp.32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah), yang terbagi atas  

32.000 (tiga puluh dua ribu) lembar saham, masing - masing saham 

bernilai nominal sebesar  1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Modal disetor PT BPR Syariah Klaten dtetapkan sebesar 

Rp.8.000.000.000,00   (delapan milyar rupiah) terdiri dari : 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 80% (delapan puluh persen)  

atau Rp.6.400.000.000,00 (enam milyar empat ratus juta rupiah). 

b. Pihak Ketiga 20% (dua puluh persen) atau Rp. 1.600.000.000,00 (satu 

milyar enam ratus juta rupiah) 



(3) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut : 

a. Pemerintah Daerah sebanyak 80% (delapan puluh persen) atau 25.600 

(dua puluh lima ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal 

seluruhnya sebesar Rp.25.600.000.000,00 (Dua puluh lima milyar 

enam ratus juta rupiah) yang merupakan modal daerah; 

b. Pihak Ketiga sebanyak 20% (dua puluh persen) atau 6.400 (enam ribu 

empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp.6.400.000.000,00 (enam milyar empat ratus juta rupiah). 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten. 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 8 Juli 2015  

BUPATI KLATEN, 

 

 

SUNARNA 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 8 Juli 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

 

 

JAKA SAWALDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA 

TENGAH : 7/2015 


